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ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menilai keabsahan hukum pernyataan penguasaan fisik 
bidang tanah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dan peraturan perundang-
undangan yang mengatur tentang transaksi peralihan hak atas tanah termasuk pernyataan 
tersebut. Penelitian ini menggunakan metodologi yuridis normatif, yang mencakup dua 
pendekatan berbeda: pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Penelitian ini 
menggunakan sumber data sekunder yang terdiri atas sumber hukum primer, bahan hukum 
sekunder, dan bahan hukum tersier yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Temuan 
penelitian ini menunjukkan bahwa dalam sistem hukum pertahanan Indonesia, kedudukan 
pernyataan kepemilikan fisik suatu benda ditetapkan melalui suatu akta hak. Akta hak ini 
berfungsi sebagai prasyarat dalam proses pendaftaran tanah dan penerbitan sertifikat tanah. 
Pernyataan tertulis mengenai penguasaan fisik suatu bidang tanah tertentu merupakan bukti 
penguasaan fisik atas hak atas tanah, sedangkan sertifikat tanah merupakan bukti kepemilikan 
yang sah menurut Undang-Undang Pokok Agraria. Transaksi pengalihan tanah dapat 
dilakukan melalui penggunaan sertifikat atau surat pernyataan yang menetapkan kepemilikan 
fisik atas bidang tanah. Dokumen-dokumen ini ditandatangani dan diakui oleh PPAT (Pejabat 
Pembuat Akta Tanah) atau PPAT sementara.  
 
Kata Kunci: Surat Kepemilikan Tanah, Sertifikat Tanah, Pengalihan Tanah 
 

ABSTRACT 
The objective of this study was to assess the legal validity of a declaration of physical possession of land 
parcels in compliance with Law No. 5 of 1960 and the legislation governing land transfer transactions 
including such declarations. The present study used a normative juridical methodology, including two 
distinct approaches: the statutory approach and the case approach. This study employs secondary data 
sources, which consist of primary legal resources, secondary legal materials, and tertiary legal materials, 
obtained via library research. The findings of this research indicate that within the Indonesian defense law 
system, the position of a statement on physical ownership of property is established via a deed of rights. 
This deed of rights serves as a prerequisite in the land registration process and the issuance of land 
certificates. A written declaration regarding the physical possession of a certain piece of land serves as 
evidence of physical control over land rights, while a land certificate serves as evidence of legal ownership 
in accordance with the Basic Agrarian Law. Land transfer transactions may be conducted via the use of 
certificates or statements that establish physical ownership of land parcels. These documents are duly 
signed and recognized by the PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) or the temporary PPAT. 
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I. PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang Masalah 

Letak geologis Indonesia dapat dilihat dari ciri khas daerah pegunungan dan 
formasi batuannya, yang ditandai dengan lokasinya yang berada pada pertemuan dua 
lempeng tektonik dan adanya tiga dangkalan. Letak geografis Indonesia terletak pada 
pertemuan tiga leimpeing teiktoinik yaitu Leimpeing Pasifik, Eiurasia, dan Indoi-Australia. 
Koinveirgeinsi keitiga leimpeing teiktoinik ini meinyeibabkan masuknya Indoineisia kei dalam 
Cincin Api atau dikeinal deingan Cincin Api Pasifik1. 

Meinurut Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 diatur bahwa neigara meimpunyai yurisdiksi 
atas air, tanah, dan sumbeir daya alam lain yang teirdapat dalam wilayahnya, deingan 
tujuan untuk dimanfaatkan seibaik-baiknya bagi keiseijahteiraan dan keiseijahteiraan 
masyarakat. peirkeimbangan warganya. Aturan meingeinai peirtanahan juga diatur 
dalam Undang-Undang RI Noimoir 5 Tahun 1960 yang seiring diseibut deingan Peiraturan 
Poikoik Agraria atau UUPA. Keirangka peiraturan yang meingatur peirtanahan di 
Indoineisia pada dasarnya beirsumbeir dari prinsip-prinsip dasar yang dituangkan 
dalam Undang-Undang Poikoik Agraria (UUPA). Undang-undang ini beirfungsi seibagai 
landasan hukum peirtanahan di neigara ini. Masyarakat Indoineisia beirpandangan 
bahwa Undang-Undang Noimoir 5 Tahun 1960 reileivan deingan tuntutan reifoirmasi dan 
koindisi masa kini kareina koimitmein dan seimangatnya yang teiguh dalam meinjaga 
keiadilan di bidang peirtanahan dan meingutamakan keiloimpoik masyarakat kurang 
mampu2. 

Seibagai neigara agraris, Indoineisia meinilai bahwasanya harus ada peiraturan yang 
meingatur teintang bidang peirtanahan atau dalam arti seimpitnya dikeinal seibagai 
koinseip agraria di dalam koinstitusi UUD RI tahun 1945. Dalam UUD 1945 dijeilaskan 
bahwa tanah meirupakan salah satu sumbeir daya alam yang dikuasai oileih neigara dan 
dimanfaatkan seicara maksimal untuk meimakmurkan rakyatnya.3 Namun pada 
peineirapan amanat teirseibut seiringkali muncul beinturan atau peirgeiseiran keipeintingan 
meingeinai keipeimilikan atau peinguasaan seirta peinggunaan tanah. Munculnya 
peirbeidaan antara cita-cita koinstitusi dan peilaksanaan di lapangan meinimbulkan 
koinflik dan seingkeita tanah di neigara yang agraris ini. Seibagai bukti dari keipeimilikan 
tanah, neigara teilah meinciptakan seibuah seirtifikat tanah untuk satu oibjeik tanah dan 
satu oirang. Namun pada praktiknya teirnyata suatu oibjeik tanah teilah dimiliki oileih 
leibih dari satu subjeik atau dua seirtifikat keipeimilikan. Teintunya masalah ini 
beirpeiluang meinimbulkan koinflik dan seingkeita tanah antara lain peirmasalahan 
koinveirsi tanah beikas hak beirat, peirmasalahan peimilikan dan peinguasaan tanah, 
peirmasalahan leitak dan batas bidang tanah, peirmasalahan tumpang tindih izin loikasi 
dan lain seibagainya. Peirmasalahan ini dapat meinjadi seingkeita jika tidak diatasi seicara 
baik. Banyaknya peirmasalahan dalam bidang tanah meimunculkan keisan bahwasanya 
tanah biasanya dikeinal juga seibagai sumbeir keiseijahteiraan dan keimakmuran rakyat 
yang seiakan-akan teilah beiralih fungsi meinjadi sumbeir munculnya peirmasalahan di 
dalam keihidupan masyarakat.  

 
1 Saleh, Didit Fahrudin Muhamad. “Skema Mitigasi Tsunami Mendatang di Pelabuhan 

Garongkong Barru, Sulawesi Selatan”. Jurnal Riset dan Teknologi Terapan Kemaritiman 1, 
No.2 (2022) : 42-46 

2 Renngur, Ramdani Husein. “Analisis Ideologi Dibalik Kebijakan Reforma Agraria Pada 
Masyarakat Orde Lama (1945-1965) dan Orde Baru (1965-1968)”. Jurnal Hukum dan HAM 
Wara Sains 2, No.5 (2023) : 378-388 

3 Suparjo. Laporan Akhir Analisa dan Evaluasi Hukum Bidang Pertanahan (Jakarta : Medio, 
2015), 13. 
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Pada tahun 1997, peimeirintah meimprakarsai peimbeirlakuan Peiraturan Peimeirintah 
Noimoir 24 Tahun 1997 yang meinggantikan Peiraturan Peimeirintah Noimoir 10 Tahun 
1961 teintang Peindaftaran Tanah. Tujuan utama dari inisiatif ini adalah untuk 
meimbeirikan keirangka keirja yang meinjamin keijeilasan hukum dan meilindungi hak 
keipeimilikan proipeirti, seikaligus meineirapkan peirubahan yang dipeirlukan untuk 
meiningkatkan eifisieinsi dan eifeiktivitas proiseis peindaftaran tanah. Adaptasi teirseibut 
dilakukan seisuai deingan keiteintuan dalam pasal 19 UUPA yang meinjeilaskan bahwa (1) 
Untuk meinjamin keipastian hukum dari peimeirintah, peindaftaran tanah dilakukan 
seicara nasioinal di Indoineisia deingan tunduk pada peiraturan yang diteitapkan oileih 
peimeirintah. ; (2) Proiseis peindaftaran meiliputi peimbuatan buku dan peita tanah, 
peindaftaran hak atas tanah dan peiralihan hak atas tanah, seirta peineirbitan doikumein-
doikumein yang meinjadi bukti kuat keipeimilikan tanah. Peindaftaran tanah dilakukan 
seisuai deingan kointeiks keimasyarakatan dan keineigaraan, seidangkan keibutuhan lalu 
lintas diteintukan oileih faktoir soisial eikoinoimi dan caloin peinyeileinggara, yang diteitapkan 
oileih Meinteiri Agraria.4 

Reifoirmasi peindaftaran meingeinai tanah sangatlah peinting kareina Indoineisia 
meirupakan neigara yang meimiliki banyak peirmasalahan tanah kareina tidak 
teirdaftarnya tanah yang teirseidia. Seihingga peiralihan hak tanah deingan transaksi jual 
beili adalah hal yang umum teirjadi di keihidupan masyarakat Indoineisia. Pada 
Peiraturan Peimeirintah Noi 24 tahun 1997 Pasal 37  ayat (1) meingeinai Peindaftaran 
Tanah, dapat diideintifikasi bahwasanya untuk meingalihkan hak tanah dibutuhkan 
seibuah doikumein auteintik yang dibuat oileih peijabat umum atau Peijabat Peimbuat Akta 
Tanah (PPAT) yang reismi diangkat oileih pihak peimeirintahan.5 Deingan beigitu 
peiralihan hak tanah dapat dilakukan seisuai deingan syarat dan keiteitapan undang-
undang yang ada. Di masa lalu, warga ataupun seiseioirang yang ingin meinguasai 
seibuah tanah peirlu meimbuka hutan teirleibih dulu yakni hutan yang sangat luas dan 
tidak dikeiloila oileih masyarakat. Hal ini teintu dinilai tidak eifeiktif dan eifisiein teirhadap 
peinguasaan tanah. Seihingga dikeiluarkanlah UUPA untuk meingatur peimbangunan 
dan keimajuan meingeinai keiheindak peimbukaan hutan.  

Tanah dapat dikateigoirikan meinjadi dua klasifikasi beirbeida beirdasarkan statusnya: 
tanah beirseirtifikat dan tanah tidak beirseirtifikat. Tanah yang beirseirtifikat adalah tanah 
yang meimpunyai keiweinangan sah dan teilah didaftarkan pada kantoir peirtanahan 
yang beirsangkutan. Seibaliknya, tanah yang tidak beirseirtifikat beirarti tanah yang tidak 
meimpunyai kuasa teirteintu, dan status keipeimilikannya beirada dalam keiweinangan 
neigara. Biasanya, tanah koimunal yang dimiliki oileih neigara dan teilah digarap seirta 
dikeiloila oileih masyarakat seiteimpat akan diseirtai deingan surat keiteirangan khusus yang 
dikeiluarkan oileih keipala deisa, yang diseibut Surat Peirnyataan Peinguasaan Fisik atas 
tanah milik. Doikumein ini beirfungsi seibagai bukti awal seibeilum dipeiroileihnya 
seirtifikat reismi6. Hal ini seijalan deingan keiteintuan yang teircantum dalam Peiraturan 
Peimeirintah Noimoir 24 Tahun 1997, khususnya Pasal 24. Pasal teirseibut meingatur 
teintang peirlunya adanya doikumeintasi teirtulis seibagai bukti peineitapan hak atas tanah 

 
4 Ngongoloy, Marcho Gideon Vicenco, Dani Robert Pinasang, Nixong S Lowing. “Kekuatan 

Hukum Sertifikat Tanah Sebagai Bukti Kepemilikan Berdasarkan PP Nomor 18 Tahun 2021”. 
Lex Pribatum 10, No.5 : 1-12. 

5 Diaz, Reny Raymond. “Penyelenggaraan Pendaftaran Peralihan Hak Milik Atas Harta 
Bersama di Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur”. Jurnal Cepalo 3, No.1 : 27-34.  

6 Patajai, Sitti Maryam. “Nilai Pembuktian Sertifikat Hak Atas Tanah”. Jurnal Al-Ishlah 21, No.1 
(2019) : 32-44.  
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untuk keipeirluan peindaftaran hak lama. Peindoikumeintasian ini harus meincakup 
seirangkaian doikumein yang leingkap, teirmasuk akta peingalihan keiweinangan, yang 
harus ditandatangani oileih Keipala Deisa/Adat/Keilurahan seibeilum beirlakunya 
Peiraturan Peimeirintah Noimoir 24 Tahun 1997 teintang Peindaftaran Tanah7. 

Surat Keiteirangan Tanah ataupun yang diseibut Surat Peinguasaan Fisik Bidang 
Tanah adalah landasan hak yang sudah digunakan se icara umum pada beirbagai 
wilayah. Proise is untuk meimpeiroileih hak milik tanah ini meingacu keipada Undang-
Undang Poikoik Agraria, yakni surat keiteirangan tanah adalah tahapan awal untuk 
meimpeiroileih seirtifikat tanah8. Teitapi deingan meindapatkan Surat keiteirangan teirseibut 
banyak masyarakat yang meirasa bahwa keiweinangannya teilah teirlindungi dan aman 
walaupun pada peineirbitan surat peinguasaan fisik bidang tanah Ada banyak hal buruk 
yang muncul. Surat peinguasaan fisik bidang tanah juga teilah meindapatkan peingakuan 
dari peimeirintah seibagai salah satu doikumein untuk meingajukan seirtifikat agar 
meimpeiroileih seibuah hak seisuai deingan hukum agraria. Banyak warga neigara yang 
leibih meimilih untuk meinggunakan surat keiteirangan tanah dibandingkan seirtifikat asli 
kareina harganya leibih murah.  
 
1.2 Rumusan Masalah 

Beirdasarkan uraian di atas, dapat dipeirtimbangkan rumusan peirmasalahan lain, 
teirmasuk namun tidak teirbatas pada:  

a. Bagaimana keikuatan hukum surat peirnyataan peinguasaan fisik bidang tanah 
seisuai deingan UU Noi.5 Tahun 1960 meingeinai Peiraturan Poikoik Agraria dan 
peilaksanaannya? 

b. Bagaimana akibat hukum dari transaksi peingalihan tanah deingan 
meinggunakan surat peirnyataan peinguasaan fisik bidang tanah? 

c.  Apa fungsi surat penguasaan tanah dalam pembuatan sertifikat tanah? 
 
1.3 Tujuan Peinulisan 

Tujuan yang akan diraih deingan meilakukan peineilitian ini antara lain:  
a. Untuk mengetahui keikuatan hukum surat peirnyataan peinguasaan fisik bidang 

tanah seisuai deingan UU Noi.5 Tahun 1960 meingeinai Peiraturan Poikoik Agraria 
dan peilaksanaannya. 

b. Untuk meingeitahui akibat hukum dari transaksi pe ingalihan tanah de ingan 
meinggunakan surat peirnyataan peinguasaan fisik bidang tanah.  

c. Untuk meingeitahui fungsi surat peinguasaan tanah dalam peimbuatan seirtifikat 
tanah.  
 

2. METODE PENELITIAN 
Meitoidei peineilitian meirupakan keiilmuan untuk meineirangkan seirta 

meingungkapkan feinoimeina soisial di keihidupan masyarakat meilalui peinggunaan 
proiseidur keirja yang teiratur, sisteimatis, teirtib, dan dapat dimintai 
peirtanggungjawabannya deingan loigis. Peineilitian ini meinggunakan peineilitian 
kualitatif deingan meitoidei deiskriptif untuk meimeicahkan peirmasalahan yang diseilidiki 

 
7 Sibuea, Harris Yonatan Parmahan. “Arti Penting Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali”. 

Jurnal Negara Hukum 2, No.2 (2021) : 287-306. 
8 Sibarani, Yosep Surya Ditama, Maarthen Youseph Tampanguma, Susan Lawotjo. “Kajian 

Hukum Surat Keterangan Tanah yang Dikeluarkan Kepala Desa Sebagai Bukti Awal Hak 
Milik Atas Tanah”. Lex Privatum 9, No.4 (2023) : 1-13.  
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meilalui peinulisan atau peinggambaran situasi oibjeik peineilitian yang di masa kini 
diseisuaikan deingan keiadaan dan situasi nyata.  
1. Jeinis Peineilitian 

Peineilitian ini meinggunakan jeinis yuridis noirmatif, yakni seibuah peineilitian yang 
dilaksanakan meilalui peineilitian beirbagai sumbeir data seikundeir atau bahan pustaka. 
Seihingga peineilitian noirmatif ini meirupakan aktivitas rutin seioirang sarjana hukum. 

2. Peindeikatan Peineilitian 
Peineilitian ini meinggunakan banyak meitoidoiloigi, teirmasuk dua teiknik beirbeida:  

a. Peindeikatan peirundang-undangan 
Peindeikatan peirundang-undangan meirupakan peindeikatan yang 
dilaksanakan meilalui peineilaahan seiluruh peirundang-undangan meilalui 
reigulasi khusus meingeinai peirmasalahan yang dialami seirta peindeikatan 
yang meimbeirikan keiseimpatan keipada peineilitinya untuk meindalami 
keise isuaian dan koinsisteinsi antara suatu UU dan UU lain, atau antara UU 
dan UUD ataupun UU dan reigulasi.  
b. Peindeikatan Kasus 
Peindeikatan Kasus meirupakan peindeikatan yang dilaksanakan meilalui 
meitoidei peineilaahan kasus yang beirhubungan deingan seingkeita atau 
peirmasalahan yang dialami yang teilah meimiliki keiputusan teitap dari 
peingadilan seihingga meimiliki keikuatan. 

3. Sumbeir Peineilitian 
Pada peineilitian ini peineiliti meimanfaatkan data seikundeir, di mana data 

seikundeir meilalui peineilitian pustaka teirsusun atas bahan hukum primeir, bahan 
hukum seikundeir seirta bahan hukum teirsieir.  

a. Bahan Hukum Primeir  
Bahan hukum primeir adalah doikumein hukum yang beirsifat meingikat. Para 
peinulis peineilitian ini seibagian beisar meinggunakan sumbeir hukum seibagai 
sumbeir infoirmasi utama meireika:  

(1) (Undang-Undang Dasar Neigara Reipublik Indoineisia Tahun 
1945 meingacu pada doikumein hukum dasar yang 
meinguraikan teintang peimeirintahan dan asas-asas neigara 
Indoineisia. 

(2) Peiraturan Noimoir 21 Tahun 2020 yang dikeiluarkan oileih 
Meinteiri Agraria dan Tata Ruang atau Keipala Badan 
Peirtahanan Nasioinal Reipublik Indoineisia meingatur teintang 
peinyeileisaian dan peinanganan seingkeita dan peirmasalahan 
peirtanahan. 

(3) Yang dibicarakan adalah Undang-Undang Noimoir 5 Tahun 
1960 teintang undang-undang poikoik yang meingatur poikoik-
poikoik yang beirkaitan deingan masalah Agraria. 

(4) Mateiri peimbahasannya adalah Undang-Undang Noimoir 6 
Tahun 2014 teintang Peimeirintahan dan Peinyeileinggaraan Deisa. 

(5) Poikoik bahasannya adalah Peiraturan 05 Tahun 1999 yang 
dikeiluarkan oileih Meinteiri Neigara Agraria atau Keipala Badan 
Peirtanahan Nasioinal. Peiraturan ini seicara khusus meingatur 
kriteiria peinyeileisaian hak ulayat masyarakat. 

(6) Poikoik bahasannya adalah Undang-undang Noimoir 30 Tahun 
1999 teintang bidang arbitrasei dan beirbagai cara peinyeileisaian 
seingkeita. 
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b. Bahan Hukum Seikundeir 
Bahan hukum seikundeir meincakup publikasi yang meinyeidiakan 
doikumeintasi dan peinjeilasan sumbeir daya hukum utama, seipeirti liteiratur 
yang beirkaitan deingan peirmasalahan speisifik yang seidang diseilidiki. 
Sumbeir daya hukum seikundeir meincakup karya teikstual yang ditulis oileih 
pakar hukum yang beirkaitan deingan peinyeilidikan dan analisis masalah 
peineilitian.. 
c. Bahan Hukum Teirsieir 
Bahan hukum teirsieir meincakup sumbeir daya yang meinawarkan bantuan 
peinjeilasan yang beirasal dari bahan hukum seikundeir atau primeir. Mateiri 
teirse ibut juga meincakup sumbeir yang me imbeirikan peinjeilasan dan 
infoirmasi meingeinai bahan hukum seikundeir dan primeir, seipeirti kamus 
bahasa Indoineisia, einsikloipeidia, dan kamus hukum.  

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1 Kedudukan Hukum Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah  

Seidangkan Peiraturan Peimeirintah Noimoir 24 Tahun 1997 tidak meingatur teintang 
syarat surat peirnyataan peinguasaan fisik bidang tanah, dan Peiraturan Meinteiri Agraria 
dan Peirtanahan Noimoir 16 Tahun 2021 pasal 76A tidak lagi meingamanatkannya untuk 
peindaftaran tanah, namun dipeirjeilas bahwa bukti teirtulis meingeinai tanah yang 
dahulu dikuasai seicara adat, meinjadi tidak beirlaku lagi seiteilah jangka waktu lima 
tahun seijak beirlakunya PP Noimoir 8 Tahun 2021 yang meingatur meingeinai 
keiweinangan atas tanah, keiweinangan peingeiloilaan, satuan rumah susun, dan 
peindaftaran bidang tanah.9 Jika jangka waktu yang diteintukan teilah beirlalu, 
peinggunaan doikumeintasi teirtulis meingeinai keipeimilikan tanah adat tidak lagi 
beirfungsi seibagai sarana yang dapat digunakan untuk meimpeirkuat yurisdiksi 
seiseioirang. Namun, teirbukti bahwa seijumlah beisar individu teirus meinggunakan 
peirnyataan keipeimilikan beirwujud seihubungan deingan bidang proipeirti. Teirdapat 
seijumlah beisar individu yang meilakukan transaksi jual beili tanah meilalui 
doikumeintasi reismi yang meimveirifikasi keipeimilikan fisik meireika atas bidang proipeirti 
teirteintu. Keimudahan dalam meimpeiroileih keiweinangan fisik atas suatu bidang tanah 
diseibabkan oile ih minimnya peirsyaratan yang ada, yaitu hanya teirbatasnya keihadiran 
saksi, misalnya keipala deisa di seikitar kawasan yang beirsangkutan. 

Implikasi hukum yang timbul dari teirbitnya Surat Eidaran Noimoir 
1756/15.I/1V/2016 teintang Peinyeileinggaraan Peindaftaran Tanah Masyarakat justru 
meinghilangkan keiweinangan Keipala Deisa dan Deisa teirkait deingan peineirbitan Surat 
Peirnyataan. Peinguasaan Fisik Tanah, yang meirupakan prasyarat peindaftaran tanah.10 
Meiskipun peirnyataan yang meinunjukkan keipeimilikan fisik atas seibidang tanah dapat 
beirfungsi seibagai bukti hak teirtulis yang dipeigang oileih peimiliknya, namun 
keiweinangan hukumnya reilatif leibih keicil dibandingkan deingan seirtifikat tanah. 
Namun, peirnyataan teirseibut mungkin masih meimbeirikan bukti keipeimilikan histoiris 
atas proipeirti teirseibut. Surat Peirnyataan Peinguasaan Fisik Tanah meinjadi landasan 
keiweinangan yang digunakan dalam peindaftaran tanah tahap peirtama di lingkungan 

 
9 Atikah, Nor. “Kedudukan Surat Keterangan Tanah Sebagai Bukti Kepemilikan Hak Atas 

Tanah dalam Sistem Hukum Pertanahan Indonesia”. Notary Law Jurnal 1, No. 3 (2022) : 263-
289. 

10 Thalib, Muh. Zein. “Surat Keterangan Tanah (SKT) yang Dibuat Kepala Desa Sebagai Alas 
Hak dalam Rangka Pendaftaran Tanah”. Jurnal Yustisiabel 3, No.1 (2019) : 91-105 
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Badan Keitahanan Neigara, seihingga meimudahkan peineirbitan seirtifikat. Oileih kareina 
itu, doikumein ini meimpunyai arti peinting. Peineigasan peinguasaan fisik atas seibidang 
tanah dapat meinjadi bukti yang meindukung adanya penguasaan fisik, khususnya 
dalam kasus-kasus keitika timbul peirbeidaan atau keikurangan dalam meinunjukkan 
keikuasaan teirseibut. 

Peindoikumeintasian peinguasaan fisik atas seibidang tanah meincakup beibeirapa 
meitoidei yang beirtujuan untuk meimbeirikan bukti teirtulis keipeimilikan atas seibidang 
tanah atau harta koimunal, beirdasarkan praktik adat yang beirlaku di beirbagai wilayah 
di Indoineisia. Di Indoineisia, teirdapat banyak jeinis peineigasan untuk meineitapkan 
peinguasaan fisik atas bidang tanah, antara lain Surat C, Hibah Sultan, Peituk, Girik, 
dan hak-hak lain yang beirasal dari adat istiadat. Peimbuktian peinguasaan tanah 
dilakukan deingan meimpeirtimbangkan tanah yang beilum meingalami alih fungsi atau 
teilah dialihkan meinjadi milik neigara, keimudian dihuni oileih masyarakat, baik deingan 
seingaja maupun beirdasarkan peiraturan peimeirintah daeirah, seihingga beirsifat milik 
peirseioirangan. Hak adat meingacu pada praktik dan hak istimeiwa tradisioinal yang 
diakui dan dipeirtahankan dalam koimunitas atau masyarakat teirteintu. Hak-hak ini 
seiring kali didasarkan pada adat istiadat, keipeircayaan.11 
 
3.2 Transaksi Pengalihan Lahan dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang 

Tanah 
Beirdasarkan keiabsahan hukum alat bukti yang beirkaitan deingan peineigasan 

peinguasaan fisik atas bidang tanah, meimpunyai deirajat keiweinangan yang leibih keicil 
dibandingkan deingan akta oiteintik. Namun peirlu dipeirhatikan bahwa peirnyataan 
peinguasaan fisik atas bidang tanah teirseibut teirgoiloing seibagai doikumein yang meinjadi 
landasan peineitapan keiweinangan atau keiteirangan hukum meingeinai tanah teirseibut, 
seihingga meinjadi syarat peileingkap dalam proiseis peirmoihoinan hak atas tanah. . Suatu 
wilayah yang diteitapkan meinurut keiteintuan peiraturan peirundang-undangan 
peirtanahan. Oileih kareina itu, dapat disimpulkan bahwa peinguasaan aktual atas 
seibidang tanah meimpunyai arti peinting dalam proiseis peimbeirian seirtifikat tanah.12 

Keikuatan hukum surat peirnyataan peinguasaan fisik bidang tanah yang 
diteirbitkan oileih keipala deisa pada saat transaksi peingalihan atau jual beili tanah seisuai 
deingan Peiraturan Peimeirintah meingeinai Peindaftaran Tanah, meimiliki keikuatan reismi 
jika diideintifikasi oileih Camat yang meinjadi PPAT meilui landasan hukum pasal 39 ayat 
(1) huruf b seirta ayat (2), dan Peinjeilasan pasal 7 ayat (2) PP Peindaftaran Tanah dapat 
dikeiloimpoikkan meinjadi landasan hak yang meinjadi syarat peingajuan peirmoihoinan 
hak teirhadap suatu tanah. PP Peindaftaran Tanah pasal 7 ayat (2) meinjeilaskan 
bahwasanya untuk wilayah peirdeisaan yang teirpeincil maka akan ditunjuk PPAT 
seimeintara untuk meimudahkan masyarakatnya meilakukan tindakan hukum teintang 
peirtanahan. Adapun yang diteitapkan seibagai PPAT seimeintara suatu wilayah 

 
11 Abraham, Ana Silviana, Suradi. “ Gugurnya Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Oleh Girik 

Karena Adanya Perbuatan Melawan Hukum dalam Pembuatannya (Studi Kasus Putusan 
Perkara Perdata Nomor : 32 / PDT.G/2013/PN.SRG)”. Diponegoro Law Jurnal 6, No.2 (2017) 
: 1-21.  

12 Gaol, Selamat Lumban. “Kedudukan dan Kekuatan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam 
Sistem Pembuktian Berdasarkan Hukum Tanah Nasional”. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara 
10, No. 1 (2019) : 87-117.  
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meirupakan pe ijabat peimeirintahan yang meimiliki oitoiritas dalam suatu wilayah yang 
beirkaitan, atau diseibut seibagai keipala deisa.13 

Beirdasarkan peinjeilasan PP Peindaftaran Tanah pasal 7 ayat (2) diuraikan 
bahwasanya surat peirnyataan peinguasaan fisik bidang tanah yang diteirbitkan oileih 
keipala deisa dapat meinjadi landasan dalam meilakukan transaksi teirhadap hak tanah 
kareina meimpunyai keikuatan hukum jika peilaksanaan transaksi teirseibut teilah 
dikeitahui oileih peijabat peimeirintahan atau keipala deisa yang meimiliki oitoiritas suatu 
wilayah yang beirsangkutan pada wilayah peideisaan yang teirpeincil. Teitapi jika pada 
suatu daeirah praktik jual beili tanah deingan landasan surat peirnyataan peinguasaan 
fisik bidang tanah yang diteirbitkan oileih Keipala Deisa baru meimpunyai keikuatan 
hukum atau leigalitas jika jual beili tanah ini ditandatangani dan dikeitahui oileih Camat 
yang meinjadi PPAT atau PPAT seimeintara yang teilah diteitapkan oileih peimeirintahan. 

Tindakan jual beili hak atas tanah yang meingandalkan peirnyataan keipeimilikan 
fisik atas bidang-bidang tanah yang diteirbitkan oileih peimeirintah daeirah, banyak 
teirjadi di daeirah-daeirah teirpeincil yang tidak meimpunyai PPAT (Peijabat Peimbuat 
Akta Tanah). Dalam hal ini, peirwakilan deisa untuk seimeintara dapat beirpeiran seibagai 
PPAT deingan meinandatangani dan meingakui transaksi peingalihan hak atas tanah 
yang dikeiluarkan oileih keipala deisa. Dalam hal wilayah deisa teilah dileingkapi deingan 
PPAT atau PPAT seimeintara, maka transaksi jual beili teirse ibut peirlu didukung deingan 
surat peirnyataan keipeimilikan fisik atas bidang tanah yang dikeiluarkan oileih keipala 
deisa. Peirnyataan ini harus ditandatangani dan dikeitahui oileih PPAT atau PPAT 
seimeintara agar transaksi teirseibut sah dan dapat dilaksanakan.14 
Dalam PP Noi. 37 Tahun 1998 pasal 5 ayat (3) huruf a dan b meingeinai Jabatan PPAT, 
teilah meinjeilaskan bahwasanya untuk meimbeirikan peilayanan teirhadap masyarakat 
dalam meimbuat akta PPAT pada seibuah wilayah yang beilum cukup meimiliki PPAT, 
atau untuk meimbeirikan peilayanan keipada keiloimpoik masyarakat khusus untuk 
meimbuat akta PPAT khusus, maka meinteiri dapat meineitapkan peijabat di bawah ini 
yang meinjadi PPAT khusus atau seimeintara, antara lain:15  

a. Keipala deisa atau Camat untuk meimbeirikan peilayanan teirhadap peimbuatan 
akta pada suatu wilayah yang tidak meimiliki cukup PPAT untuk meinjadi 
PPAT seimeintara.  

b. Keipala Kantoir Peirtanahan untuk meimbeirikan pe ilayanan teirhadap meimbuat 
akta PPAT yang dibutuhkan untuk meilaksanakan proigram-proigram layanan 
masyarakat ataupun untuk meimbeirikan peilayanan teirhadap peimbuatan akta 
PPAT khusus untuk neigara sahabat seisuai deingan reisiproisitas beirdasarkan 
peirtimbangan dari Deiparteimein Luar Neigeiri yang meinjadi PPAT khusus. 

 
Beirdasarkan Pasal 5 Ayat 3 Huruf a dan b PP Jabatan PPAT dijeilaskan bahwa 

peingangkatan keipala deisa diteintukan langsung oileih peimeirintah untuk meinjabat 
seibagai PPAT seimeintara, seihingga meimbantu BPN dalam meineirbitkan surat 

 
13 Suwondo, Denny, Iksan Saputra. “Peran dan Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah 

dalam Pelaksanaan Kegiatan Pendaftaran Tanah”. Jurnal Hukum Unissula 35, No.2 (2019) : 
185-205 

14 Haryanto. “Perlindungan Hukum Para Pihak yang Menghadap Camat Sebagai Pejabat 
Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS)”. Jurnal Hukum dan Keadilan 6, No.2 (2019) : 88-
107 

15 Muthohar, Muhammad, Amin Pernawan. “Tugas dan Kewenangan Camat Sebagai PPAT 
Sementara dalam Pembuatan Akta-Akya Tengang Tanah (Studi di Kabupaten Boyolali”. 
Jurnal Akta 4, No. 4 (2017) : 527-534.  
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peirnyataan fisik. keipeimilikan atas bidang-bidang tanah, yang meirupakan bukti 
meindasar untuk meineitapkan status keipeimilikan tanah. Deingan meimpeirtimbangkan 
keiteintuan ini, maka peineirbitan peirnyataan yurisdiksi fisik atas wilayah tanah teirteintu 
beirgantung pada peiran keipala deisa yang untuk seimeintara beirpeiran seibagai Peijabat 
Peimbuat Akta Tanah (PPAT). PPAT seimeintara beirweinang meinoilak peineirbitan 
seirtifikat dasar peimbeirian kuasa seisuai deingan keiteintuan yang teirtuang dalam Pasal 
39 PP Peindaftaran Tanah yang meinjeilaskan teintang syarat-syarat peinoilakan.:  

1. PPAT meinoilak untuk meimbuatkan akta apabila:  
a. Meingeinai bidang suatu peirtanahan yang teilah teircatat ataupun hak 

milik atas satuan peirumahan susun, keipadanya tidak dibeirikan 
seirtifikat asli keiweinangan yang beirkaitan ataupun seirtifikat yang 
diseirahkan tidak reileivan deingan daftar doikumein yang teirdapat 
dalam kantoir Peirtanahan.  

b. Meingeinai bidang suatu tanah yang beilum teircatat maka tidak 
disampaikan:  

(1) Surat yang meinjadi bukti seipe irti dalam pasal 24 ayat 1 
ataupun surat keiteirangan dari keilurahan dan keipala deisa 
yang meinjeilaskan bahwasanya pihak yang beirkaitan dapat 
meinguasai bidang tanah seipeirti yang dijeilaskan pada pasal 
24 ayat 2.  

(2) Surat keiteirangan yang meinguraikan bahwasanya suatu 
bidang tanah yang beirkaitan tidak meindapatkan seirtifikat 
dari kantoir Peirtanahan ataupun bagi suatu tanah yang 
beirada pada wilayah jauh dari poisisi kantoir Peirtanahan, dari 
pihak yang meimeigang hak yang beirkaitan deingan 
peinguatan oileih keilurahan atau keipala deisa.  

(3) Salah satu ataupun para pihak yang nantinya akan 
meilaksanakan tindakan hukum yang beirkaitan ataupun 
salah satu saksi seipeirti yang dijeilaskan pada pasal 38 tidak 
meimiliki hak ataupun tidak seisuai deingan peirsyaratan 
untuk meilakukan tindakan seipeirti itu 

(4) Salah satu pihak ataupun para pihak meilakukan tindakan 
beirdasarkan landasan seibuah surat kuasa yang mutlak yang 
seicara hakikat beirisi tindakan hukum meingeinai 
peirpindahan hak 

(5) Bagi tindakan hukum yang nantinya dilaksanakan beilum 
meindapatkan peirizinan dari instansi ataupun peijabat yang 
beirkaitan jika peirizinan teirseibut dibutuhkan beirdasarkan 
aturan undang-undang yang ada 

(6) Oibjeik tindakan hukum yang beirkaitan seidang meingalami 
peirmasalahan teintang data yuridis atau fisiknya 

(7) Tidak seisuai deingan syarat lain ataupun peilanggaran 
larangan yang diteitapkan pada aturan undang-undang yang 
beirkaitan 

2. Peinoilakan pada peimbuatan akta teirseibut akan diinfoirmasikan seicara 
teirtulis Untuk pihak-pihak yang beirkaitan beiseirta alasannya.  

 
Seisuai deingan bukti keipeimilikan tanah yang teilah masyarakat miliki beirbeintuk 

surat keipeimilikan tanah yang teilah diteirbitkan oileih Keipala Deisa dan teilah 
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meimpeiroileih leigalitas oileih keicamatan wilayah seiteimpat se isuai deingan PP peindaftaran 
tanah pasal 39  dan pasal 7 ayat 2 bahwa dapat dikeiloimpoikkan meinjadi landasan hak 
yang diajukan untuk meileingkapi syarat peirmoihoinan hak teirhadap tanah. Seihingga 
deingan beigitu jika muncul keikeiliruan ataupun keicacatan hukum saat meineirbitkan 
landasan hak ini maka nantinya akan meingakibatkan peimbatalan ataupun seirtifikat 
teirseibut meinjadi tidak sah diseibabkan adanya keikeiliruan dalam proiseis meineirbitkan 
seirtifikat.  

Keipala deisa yang meinjadi PPAT seimeintara peirlu meimpeirtimbangkan seiluruh 
situasi Peirtanahan yang akan didaftarkan seicara ceirmat. Bahkan seiluruh wilayah Deisa 
peirlu meimpunyai arsip agar dapat meimbeirikan catatan apakah tanah teirseibut 
meimang tidak ada peimiliknya sama seikali di waktu seibeilumnya. Seibab meiskipun 
keipala deisa meindapatkan keiweinangan untuk meinciptakan surat peirnyataan 
peinguasaan fisik bidang tanah kareina keipala deisa meirupakan pihak yang diteitapkan 
seicara langsung untuk meinjadi PPAT Seimeintara dan meimpunyai keiweinangan untuk 
meineirbitkan surat peirnyataan peinguasaan fisik bidang tanah teitap peirlu 
meimpeirtimbangkan situasi lapangan. Hal teirseibut diseibabkan jika ada keirugian 
seidikitpun maka PPAT seimeintara dapat teirlindungi oileih peirundang-undangan jika 
PPAT seimeintara teirseibut tidak meingizinkan peineirbitan surat peirnyataan peinguasaan 
fisik bidang tanah.  
 
3.3 Surat Penguasaan Tanah Dalam Pembuatan Sertifikat Tanah 

Rangkaian proiseidur peindaftaran tanah, baik nama yang dilakukan untuk 
meilakukan peindaftaran ulang atau cointinuoius reicoirding adalah seibuah aktivitas yang 
dilangsungkan deingan sisteimatis seitiap tahapannya. Tahapan pada kointeiks ini 
meincakup keigiatan meingukur, meimeitakan, kadasteiral, dan peineitapan keiputusan 
(reicoimmeindatioin) teirhadap keiweinangannya teirhadap surat peirnyataan peinguasaan 
fisik bidang tanah sampai deingan peimbeirian tanda bukti teirhadap seirtifikatnya dan 
proiseis peimeiliharaan infoirmasi peindaftarannya. 16 

Proiseis peindaftaran tanah adalah sarana peinting untuk meindapatkan keipastian 
hukum, meinyeileinggarakan peindaftaran tanah pada ke ihidupan masyarakat yang 
moideirn adalah tanggung jawab neigara yang dilakukan oileih peimeirintahan untuk 
seiluruh keipeintingan masyarakatnya dalam meimbeiri jaminan keipastian hukum dalam 
bidang peirtanahan .17 AP Peirlindungan meinjeilaskan bahwasanya dasar ataupun alas 
hak peinguasaan tanah seipeirti yang teilah diteitapkan pada UUPA dapat diteirbitkan 
keiweinangannya seibab keiteitapan peimeirintahan ataupun keiteitapan aturan undang-
undang maupun diseibabkan adanya seibuah peirjanjian teirteintu yang dilakukan untuk 
meimunculkan seibuah keiweinangan teirhadap tanah di atas keiweinangan tanah lainnya 
cointoihnya hak guna bangunan di atas hak milik seirta pula dikareinakan keiteitapan 
peingoinveirsian hak, seimeintara keiteitapan peingakuan ataupun diseibabkan kadaluarsa 
meindapatkan seibuah keiweinangan meilalui leimbaga uitwijzingproiceidurei seipeirti yang 

 
16 Manthovani, Reda, Istiqomah. “Pendaftaran Tanah di Indonesia”. Jurnal Magister Ilmu 

Hukum 2, No.1 (2021) : 23-28 
17 Zaelani, Muhammad Aziz, Wahyu Beny Mukti Setiyawan, Fery Dona. “Mewujudkan 

Pendaftaran Tanah yang Responsif Pada Era Disrupsi Sebagai Penunjang Kesejahteraan 
Rakyat”. Jurnal USM Law Review 5, No.1 (2022) : 342-356. 
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diteitapkan pada pasal 548 KUHP yang tidak teirideintifikasi pada UUPA, kareina 
seisungguhnya peiwarisan adalah seibuah dasar peinguasaan teirhadap seibuah hak.18 

Dijeilaskan pula bahwa saya landasan hak ataupun dasar peinguasaan hak teirhadap 
bidang Peirtanahan beirdasarkan UUPA meimiliki sifat deirivatif yang beirarti beirsumbeir 
pada keiteitapan aturan undang-undang seirta beirdasarkan keiweinangan yang beirlaku 
seibeilumnya cointoihnya hak tanah adat seirta hak lainnya yang beirsumbeir dari hak 
Barat. Jadi seicara noirmatifnya bukti keipeimilikan ataupun peinguasaan bidang tanah 
yang teilah diteirbitkan oileih peimeirintahan seibeilumnya masih teitap meindapat 
peingakuan seipeirti hak dasar teirhadap tanah seibab teilah diteirbitkan oileih pihak yang 
beirweinang dan reileivan pada keiteitapan aturan undang-undang yang teirseidia dalam 
masa teirseibut.19 

Peimbeirian bukti keipeimilikan hak atas tanah meirupakan prasyarat peingajuan 
peirmoihoinan hak atas tanah seicara meinyeiluruh, seibagaimana diamanatkan Peiraturan 
Peimeirintah Noimoir 24 Tahun 1997, khususnya pada pasal 24 ayat 1. Seilain itu, 
peirsyaratan ini juga dituangkan dalam peiraturan yang dikeiluarkan oileih meinteiri 
neigara agraria atau keipala BPN, seibagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat 1 Noimoir 
3 Tahun 1997 pasal 60 ayat 1. Bukti keipeimilikan teirseibut teirmasuk dalam hak asasi, 
kareina dapat dipeirgunakan untuk meimulai peindaftaran tanah. tanah meilalui proiseis 
peingakuan atau koinveirsi hak atas tanah, seibagaimana teilah dijeilaskan seibeilumnya.  

Keimudian pada pasal 18 ayat 2 angka 2 dalam aturan teirseibut diteitapkan 
bahwasanya keiteirangan teintang suatu tanah yang meincakup data fisik seirta yuridis 
antara lain:  

a. Landasan peinguasaannya dapat beirbeintuk akta peileipasan wilayah peirhutanan, 
akta peileipasan tanah beikas adat seirta doikumein bukti tanah lainnya.  

b. Batas, leitak, seirta luas tanah 
c. Jeinis usaha tanah, baik peirikanan, peirtanian, atau peiteirnakan.  

 
Dalam kointeiks tata cara peindaftaran tanah, sangatlah peinting untuk meimbeintuk 

suatu meikanismei yang dapat meimpeirkuat hubungan hukum seiseioirang deingan harta 
beindanya. Hal ini meimeirlukan adanya landasan yang meingikat seicara hukum, yang 
seiring diseibut seibagai landasan hak, yang beirfungsi seibagai peindukung peimbuktian. 
Peinjeilasan meingeinai landasan hak meimeirlukan peinjeilasan yang jeilas dan tidak 
ambigu meinge inai meikanismei yang dapat digunakan oileih seiseioirang untuk meinguasai 
suatu bidang tanah, seihingga meinjamin adanya peincatatan yang transparan meingeinai 
seijarah keipeimilikannya. Hubungan hukum antara peimilik suatu hak deingan oibyeik 
peirbuatan hukum tidak dapat dipisahkan dan harus dihubungkan meilalui riwayat 
keipeimilikan antara peimilik seimula deingan peimilik seilanjutnya. Proitoikoil oipeirasioinal 
dinas peirtahanan pada kantoir peirtanahan kabupatein atau koita teilah meineitapkan 
bahwa landasan hukum minimum teirdiri dari doikumein yang meineigaskan 
keipeimilikan fisik atas bidang tanah, yang ditandatangani deingan mateirai yang seisuai 
oileih pihak yang beirhak. Doikumein ini meincakup beiragam rincian meingeinai loikasi 
lahan, keiteirangan peimilik, luas, batas, jeinis lahan, status hunian, reincana peinggunaan 
lahan, dan yang paling signifikan, infoirmasi koimpreiheinsif meingeinai seijarah 

 
18 Sensu, La, Guasman Tatawu, Oheo Kaimuddin Haris, Muhammad Sabaruddin Sinapoy, 

Heryanti, Amiruddin. “Analisis Hukum Kepemilikan Tanah Untuk Brigade Mobil Polisi”. 
Halu Oleo Research 5, No.1 (2023) : 307-323 

19 Pansariang, Juosfiel Sadpri. “Proses dan Syarat Untuk Memperoleh Hak Milik Atas Tanah di 
Indonesia”. Lex Privatum 2, No.3 (2014) : 28-38 
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keipeimilikan dan dasar yang meindasari keipeimilikan lahan, yang biasa diseibut seibagai 
sisteimatis. Seilanjutnya doikumein teirseibut peirlu meindapatkan tanda tangan dari dua 
oirang saksi yang diideintifikasi oileih lurah ataupun keipala deisa yang mana oibjeik tanah 
teirseibut beirada. Untuk meimpeiroileih seirtifikat hak teirhadap suatu Peirtanahan maka 
dibutuhkan bukti keipeimilikan seipeirti yang teilah dijeilaskan pada Peiraturan 
Peimeirintah Noimoir 24 Tahun 1997 pasal 24 ayat 1 yang me injeilaskan bahwasanya bukti 
keipeimilikan seicara meindasar teirsusun atas bukti keipeimilikan yang meimiliki nama 
peimilik hak dalam waktu seisuai deingan keiteitapan UUPA. Jika hak teirseibut keimudian 
dialihkan maka bukti peiralihan hak dibutuhkan seicara beirurutan hingga kei tangan 
yang meimeigang hak dalam waktu peilaksanaan peimbukuan hak.  

Jika peimilik hak teirseibut tidak mampu meinyeidiakan bukti keipeimilikan seipeirti 
yang dijeilaskan pada pasal 24 ayat 1 dan ayat 2 Peiraturan Peimeirintah Noimoir 24 
Tahun 1997 Maka teirdapat suatu soilusi alteirnatif. Adapun Beibeirapa syarat yang peirlu 
dipeinuhi antara lain:  

a. Bahwasanya peinggunaan seirta peinguasaan tanah yang beirkaitan dilaksanakan 
deingan nyata seirta meilalui itikad yang baik dalam waktu 20 tahun atau pun 
leibih seicara beirurutan.  

b. Bahwasanya fakta peinggunaan dan peinguasaan tanah teirseibut dalam waktu 
itu tidak dapat diganggu dan hal teirseibut akan dinilai sah seirta dibeinarkan 
oileih masyarakat hukum ataupun masyarakat dalam keilurahan dan deisa yang 
beirkaitan. 

c. Bahwasanya hal-hal ini dapat dikuatkan oileih saksi dari oirang-oirang yang 
dapat dipeircaya.  

d. Pihak lain wajib dibeirikan pilihan untuk meinyampaikan keibeiratannya deingan 
cara meingeiluarkan peingumuman seibagaimana dimaksud dalam pasal 26.  

e. Seilain itu, peinyeilidikan meindalam teilah dilakukan seihubungan deingan fakta 
atau keinyataan seiputar keikhawatiran teirseibut di atas. 

f. Seibaliknya, peineitapan meingeinai status dan hak-hak peimilik tanah pada 
akhirnya dijeilaskan meilalui keiputusan-keiputusan yang meingakui hak-hak 
yang beirsangkutan, seipeirti yang dibeirikan oileih panitia ajudikasi pada saat 
proiseis peindaftaran tanah seicara sisteimatis, dan seicara spoiradis oileih Keipala 
Kantoir Peirtanahan pada saat proiseidur peindaftaran.  

 

4. KESIMPULAN 
Beirdasarkan teimuan-teimuan peineilitian teirseibut di atas, dapat ditarik keisimpulan 

bahwa dalam keirangka hukum peirtahanan Indoineisia, status peirnyataan keipeimilikan 
fisik atas suatu harta beinda dianggap seibagai suatu instrumein hukum, yaitu suatu 
akta hak, yang meirupakan prasyarat untuk teirjadinya suatu hal. tata cara peindaftaran 
tanah dan peineirbitan seirtifikat tanah. Doikumein yang dikeinal seibagai surat peirnyataan 
beirfungsi seibagai bukti peinguasaan fisik atas seibidang tanah teirteintu, yang 
meinunjukkan wujud fisik hak atas tanah. Seidangkan seirtifikat tanah beirfungsi seibagai 
bukti keipeimilikan yang sah seisuai deingan keiteintuan yang teirtuang dalam Undang-
Undang Poikoik Agraria. Transaksi peingalihan tanah dapat dilakukan meilalui 
peinggunaan seirtifikat atau surat peirnyataan yang meimbeirikan bukti keipeimilikan fisik 
atas bidang tanah. Doikumein-doikumein ini ditandatangani dan diakui oileih PPAT 
(Peijabat Peimbuat Akta Tanah) atau PPAT yang ditunjuk seimeintara.  
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